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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta di dasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di 
lambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambang kan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasi nya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidakdilambangka
n 
Tidak di lambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ix 
 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Kadan ha 
د Dal d De 
ذ z\al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin S Es 
ش syin sy Esdan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
x 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل Lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
xi 
 
و wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambang nya berupa tanda atau 
harakat, transliterasi nya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fath}ah a a 
 (ِ ـــــ) Kasrah i i 
xii 
 
(  ْ  ) Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasi nya gabungan huruf, yaitu : 
TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan 
huruf, transliterasi nya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ Fathah dan alif atau 
ya 
ā 
a dan 
garis di 
atas 
ي...أ Kasrah dan ya ī 
i dan 
garis di 
atas 
و...أ Dammah dan wau ū 
u dan 
garis di 
atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat kan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasi nya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasi nya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah ituditransliterasi kan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xv 
 
1. ضورلافطلأا ة  Rauḍ}ah al-at}fa>l  
2. ةحلط Ṭ}alḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang di beri tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab di lambing kan dengan huruf 
yaituلا.Namun dalam transliterasinya kata sandang itu di bedakan antara kata 
xvi 
 
sandang yang di ikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang di 
ikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang di ikuti oleh huruf Syamsiyyah di transliterasikan 
sesuai dengan bunyi nya yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang di ikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan 
aturan yang di gariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik di ikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang di tulis dari kata 
yang  mengikuti dan di hubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah di 
transliterasi kan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak di lambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.Perhatikan contoh berikut ini: 
xvii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz}ūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. HurufKapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasi nya huruf capital itu di gunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu di gunakan untuk menulis kan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka 
yang di tulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandang nya. 
Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arab nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di 
satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, 
maka huruf capital tidak di gunakan. 
 
Contoh: 
xviii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دممح امو WamāMuhammadunilārasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdulillahirabbilꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baikfi’il, isim, maupun huruf di tulis 
terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisan nya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim di rangkai kan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
di hilang kan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasi nya bisa di 
lakukan dengan dua cara yaitu bisa di pisahkan pada setiap kata atau bisa di 
rangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخوله للها نإو 
Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqin / 
Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Faaufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Faauful-kailawalmīzāna 
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ABSTRAK 
Indah Retno Setyhadianti (152111223) “SISTEM PENJAMINAN 
TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA 
BTPN SYARIAH KARANGJATI NGAWI PERSPEKTIF DSN MUI NO: 
11/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus di BTPN Syariah Cabang Karangjati 
Ngawi)  
 
 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem 
penjaminan tanggung renteng pembiayaan murabahah di BTPN Syariah Cabang 
Karangjati Ngawi. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa 
DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 mengenai sistem penjaminan tanggung 
renteng.  
  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, dokumentasi dan wawancara secara terbuka agar didapatkan 
data secara utuh dan lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis 
mengumpulkan data kemudian mereduksi data tersebut sehingga dapat diambil 
data yang relevan dengan penelitian, dan menyajikannya sehingga sampai pada 
penarikan kesimpulan mengenai sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan 
murabahah di BTPN Syariah 
 
Hasil penelitian bahwa praktik sistem penjaminan tanggung renteng 
pembiayaan murabahah yang dilkakukan oleh anggota BTPN Syariah telah sesuai 
dengan fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000. Dan sistem penjaminan 
tanggung renteng tersebut termasuk kafalah bi-nafs yang dilakukan oleh anggota 
kelompok yang mengikuti pembiayaan serta anggota kelompok tersebut 
merangkap menjadi penjamin atas dirinya dan kelompok.  
 
Kata kunci: Kafa>lah, Sistem Tanggung renteng, Mura>bah}ah, Fatwa DSN 
MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 
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ABSTRACT 
 Indah Retno Setyhadianti (152111223) “THE TANGGUNG GUARANTEE 
SYSTEM IN MURABAHAH FINANCING IN BTPN SYARIAH KARANGJATI 
NGAWI PRESPECTIVE DSN MUI NO: 11/DSN-MUI/VI/2000 (Case Study at BTPN 
Syariah Karangjati Ngawi Branch).  
 This thesis aims to find out how the practice of joint murabahah financing 
responsibility guarantee system at BTPN Syariah Karangjati Branch, Ngawi. In addition, 
to find out how to review the MUI DSN Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 regarding the 
joint liability guarantee system. The research method used in.  
 This study is a qualitative method with qualitative analysis. Data collection 
techniques used are observation, documentation and open interviews in order to obtain 
the data in full and more in depth. In this study the outhors collected data and then 
reduced the data so that relevant data could be drawn from the research, and presented it 
so that it came to the conclusion of a joint guarantee system for murabahah financing in 
BTPN Syariah.  
 The result of the study show that the practice of the murabahah financing joint 
responbility guarantee system carried out by BTPN Syariah members is in accordance 
with the Fatwa of DSN MUI No: 11/DSN-MUI/ IV/2000. And the joint liability 
guarantee system includes a bil-nafs kafah carried out by group members participating in 
the financing and the group members concurrently acting as guarantors for themselves 
and the group.  
Keywords: Kafalah, joint responbility system, Murabahah, Fatwa DSN MUI 
No: 11/DSN-MUI/VI/2
24 
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1 
BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
 Dalam kehidupan ini khususnya agama Islam mengajarkan 
manusia beribadah secara vertikal dan horizontal. Ibadah yang dilakukan 
manusia secara vertikal merupakan ibadah yang berhubungan langsung 
dengan Allah SWT.Misalnya sholat, puasa dan haji. Sedangkan secara 
horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia atau 
muamalah.Misalnya tolong menolong, bersedekah dan ibadah lain yang 
memerlukan  orang lain dalam praktiknya.   
  Aktifitas muamalah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar 
 yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an, hadist Nabi, dan sumber-sumber 
 ajaran Islam lainnya.Islam erat hubungannya dengan nilai-nilai yang 
 mendorong manusia untuk membangun muamalah mereka yang tercermin 
 dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan 
 produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu 
 pengetahuan.
1
 
Dalam Islam fiqh muamalah terbagi menjadi beberapa jenis seperti 
 al-bay‟ (jual beli), ijarah (sewa menyewa), qard}} (utang piutang), 
 kerjasama bisnis (musyarakah dan mud}a>rabah), rahn (gadai), wakalah
 (perwakilan, agen, distributor), hiwalah (pelimpahan tanggung jawab 
                                                          
 
1
Idri.Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi), Cetakan I, (Jakarta: 
Prenada Media Grup,2015), hlm.4. 
2 
 
 melunasi hutang). Kafalah (penjaminan), wad}i‟ah (titipan) dan lain-lain.2
 Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari manusia 
 lainnya sebagai manusia saling bergatung.Dalam melakukan pembiayaan 
 yang diberikan Perbankan Syariah dalam bentuk pembiayaan tersebut 
 adalah pembiayaan akad murabahah. 
Hadirnya perbankan berbasis syariah ditengah masyarakat sebagai 
 lembaga pemberi pembiayaan bagi para nasabah yang ingin memiliki 
 barang yang dibutuhkan melalui perbankan syariah.Baik nasabah yang 
 berpenghasilan rendah ataupun besar dengan adanya perbankan berbasis 
 syariah dapat terbantu untuk masalah pembiayaan nasabah yang 
 menginginkan pembiayaan syariah. Salah satunya adalah Bank Tabungan 
 Pensiunan Nasional atau yang disebut dengan BTPN Syariah Cabang Desa 
 Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah salah satu 
 perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan untuk para nasabah 
 yang menginginkan barang yang diinginkan. Dalam pembiayaan di BTPN 
 Syariah nasabah bertindak pula sebagai jaminan sebab jaminan disini 
 bukan barang ataupun benda bergerak melainkan perorangan yang turut 
 serta melakukan pembiayaan akad murabahah. 
Fenomena pembiayaan pada perbankan tanpa jaminan barang 
 sering kita jumpai, pembiayaan tanpa jaminan mempermudah para 
 nasabah mendapatkan pembiayaan yang diinginkan, salah satu contoh 
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  Harun, Fiqh Muamalah , (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), hlm. 3. 
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 pembiayaan tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh BTPN Syariah tersebut 
 menarik minat nasabah sebab pembiayaan tanpa jaminan mempermudah 
 para nasabah mendapatkan pembiayaan tanpa harus memberikan jaminan 
 barang. Di sisi lain pembiayaan tanpa jaminan mempunyai resiko yang 
 sangat tinggi. Resiko tersebut berdampak pada bank itu sendiri yang 
 mengeluarkan pembiayaan tersebut. 
Jaminan merupakan agunan dan penanggungan baik bersifat 
 perorangan maupun jaminan perusahaan. Sedangkan jaminan dalam 
 praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN 
 No.68/DSN –MUI/III/2008 diperbolehkan adanya jaminan barang. Pada 
 bank syariah  kedudukan nasabah dan bank merupakan hubungan 
 kemitraan, dana yang digunakan oleh bank merupakan dana dari 
 masyarakat (pihak ketiga atau yang menabung) sehingga bank syariah 
 sendiri memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menjamin 
 keamanan atas tabungan tersebut. 
3
 
Dalam adanya jaminan perorangan tersebut menjadi sebuah bentuk 
 kehati-hatian nasabah dalam melakukan pembiayaan yang dilakukan.
 jaminan sendiri merupakan unsur lahirnya sebuah kepercayaan antara 
 pihak BTPN Syariah dan nasabah. Jaminan itu sendiri digunakan untuk 
 syarat Pembiayaan akad murabahah yang waktu pembayarannya sudah 
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 Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan 
KreditBank Konvensional” Jurnal Hukum dan Pembangunan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 
Nomor 1, 2016, hlm. 145.  
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 habis, maka jaminan perorangan tersebut wajib membayarkan sesuai 
 dengan perjanjian.
4
 
Menghindari hal yang tidak diinginkan dalam pembiayaan BTPN 
 Syariah.diberlakukan jaminan kepada anggota kelompok untuk menjaga 
 kesungguhan pembayaran yang dilakukan. Tujuan jaminan ini untuk 
 melindungi modal yang telah disalurkan kepada nasabah agar dapat 
 kembali.Dalam hal pembiayaan akad murabahah ini, kasus pembayaran 
 macet sering dijumpai untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak 
 BTPN Syariah melakukan jaminan untuk semua anggota. 
Jaminan yang diberikan merupakan sebuah tangung jawab yang 
diberikan nasabah ke BTPN Syariah. Di BTPN Syariah itu sendiri terjadi 
sebuah sistem dalam perjanjian biasanya jaminan akan dilakukan oleh 
perorangan atau pun jaminan berbentuk barang tetapi di BTPN Syariah 
tersebut terjadi jaminan yang dilakukan oleh semua anggota kelompok 
sehingga terjadi lah sebuah sistem tanggung renteng. Dimana semua 
anggota kelompok ikut bertanggung jawab dalam berjalannya suatu 
pembiayaan jika salah satu pihak tidak membayar maka semua anggota 
ikut menanggung. Maka dari ini penulis tertarik tentang bagaimana sistem 
tanggung renteng tersebut di terapkan. Dari latar belakang tersebut penulis 
mengadakan penelitian berjudul “Sistem Penjaminan Tanggung 
Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah 
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Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-
MUI/VI/2000”  
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan 
murabah}ah di BTPN Syariah Karangjati Ngawi?  
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 
terhadap sistem penjaminan  tanggung renteng pembiayaan 
murabah}ah di BTPN Syariah Karangjati Ngawi?  
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui praktik Sistem Penjaminan Tanggung Renteng 
Dalam Pembiayaan Murabah}ah Pada BTPN Syariah Karangjati 
Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 
2. Untuk mengetahui Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam 
Pembiayaan Murabah}ah pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi 
Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 
D.  Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
 salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah 
6 
 
 yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan 
 masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain 
 yang tertarik dalam penelitian yang sama.  
2. Manfaat praktis  
 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi pihak BTPN Syariah dalam menjalankan 
operasionalnya.Selain itu juga memberi pengetahuan baru kepada 
penulis, khususnya tentang sistem tanggung renteng. 
 
E. Kerangka Teori  
 Murabah}ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. 
Dalam pembiayaan murabah}ah, penjual menyebutkan harga pembelian 
barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah 
tertentu. 
5
 terdapat rukun dan syarat murabah}ah diantaranya yaitu :  
1. Rukun akad murabah}ah yaitu :  
a. Bai‟ (penjual)  
b. Musytari (Pembeli)  
c. Mabi‟ (Barang yang di perjual belikan)  
d. Tsaman (Harga Barang)  
e. Ijab qobul (Pernyataan serah terima)  
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 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: raja Gerafindo, 
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2. Syarat akad murabah}ah :6 
a. Syarat yang berakad (bai‟ dan musytari) cakap hukum dan tidak 
dalam keadaan terpaksa.  
b. Barang yang di perjual belikan (mabi‟) tidak termasuk barang 
yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.  
c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga 
pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya 
disebutkan dengan jelas.   
d. Pernyataan serah terima (ijab qobul) harus jelas dengan 
menyebutkan spesifik pihak-pihak yang berakad.  
 Kafalah dalam bahasa Arab berarti al-dhammu, yaitu 
menggabungkan. Kafalah juga disebut dhaman yang berarti 
menggabungkan, hamalah yang berarti beban dan za‟amah yang berarti 
tanggungan. Sedangkan kafalah menurut syara‟ adalah menggabungkan 
tanggungan dhamin (pihak yang menjamin) kepada tanggungan al-
madhmun „anhu (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan 
hak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kafalah merupakan 
jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada 
pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. 
7
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Kafalah dibagi menjadi dua macam : 
1. Kafalah dengan jiwa (kafalah bil-nafs) 
Kafalah ini merupakan penyerahan diri kepada orang yang 
menuntut Kafalah, pada tempat yang mungkin untuk 
menghadirkan di majelis hakim. Karena penjamin telah 
menghadirkannya, maka tercapailah maksud dari Kafalah jiwa 
ini.
8
 
2. Kafalah bi al-mal  
Kafalah ini merupakan jaminan pembayaran barang atau 
pelunasan barang.
9
 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/VI/2000 
tentang Kafalah Dalam Penjaminan Sistem Tanggung Renteng Di BTPN 
Syariah.
10
 Dalam fatwa tersebut menetapkan : 
Pertama, Adapun Ketentuan Umum Kafalah yaitu : 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
 menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)  
2. Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
sepanjang sepanjang tidak memberatkan.  
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 Weni Krismawati, “Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah 
Di Kamal Bangkalan” Jurnal Infestasi , Vol.9 Nomor 2, 2013, hlm.150. 
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 Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), hlm.250.  
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah 
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3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak.  
  Kedua, Rukun dan Syarat Kafalah: 
1. Pihak Penjamin (Kafil), baligh dan berakal sehat.  
2. Pihak Orang yang berutang (Ashil, Makful anhu), sanggup 
 menyerahkan tanggungannya kepada penjamin.  
3. Pihak Orang yang berpiutang (Makful Lahu), diketahui identitasnya.  
4. Objek Penjaminan, merupakan tanggungan pihak/orang yang 
berpiutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.  
Ketiga, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, 
menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila 
orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng 
merupakan rangkaian, untaian. Dalam dunia kredit tanggung renteng bisa 
diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara pihak peminjam dan 
penjamin atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng merupakan 
tanggung jawab bersama setiap kelompok untuk memenuhi kewajiban 
jika terjadi permasalahan dalam suatu kelompok tersebut.
11
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F. Tinjauan Pustaka  
 Berdasarkan penelusuran terhadap karya penelitian sebelumnya 
yang membahas mengenai sistem tanggung renteng, meskipun tidak sama 
persis dengan tema penulis sekarang ini, yaitu sebagai berikut : 
 Pertama, Skripsi dari Nurul Azizah Mahasiswa IAIN Purwokerto 
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Akad Utang Dengan Sistem Tanggung 
Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa 
Bantarbarang Kec.Rembang Kab.Purbalingga” yang menyimpulkan 
bahwa: 
12
 
 Praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Desa 
Bantarbarang meliputi tiga pihak yaitu Kantor Badan Usaha Milik Desa 
Bersama Dananjaya anggota kelompok lain beserta ketuanya. Setelah 
penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung mengembalikan 
uang tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Kegiatan sistem 
tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam sah karena merupakan akad 
daman.  
 Yang menjadi pembeda peneletian dari Nurul Azizah dengan 
penelitian penulis terletak pada hukum Islam yang digunakan. Nurul 
Azizah menggunakan akad daman, sedangkan penulis menggunakan  
Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah.  
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 Kedua, skripsi dari Mona Hilul Irfan Mahasiswa UIN Ar-raniry 
Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul 
“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan 
Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-mal Di Koperasi 
Mitra Dhuafa Banda Aceh” yang menyimpulkan bahwa: 13 
 Penerapan Sistem Penjaminan tanggung renteng dalam 
pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa yaitu setiap anggota 
kelompok saling menanggung. Apabila anggota tersebut terus menunggak 
pembayaran dan tidak melaksanakan kewajiban maka pihak kopersai 
akan mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang bersangkutan. 
Adapun denda administrasi yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa 
adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada kelompok 
yang melakukan pembiayaan.  
 Yang menjadi pembeda penelitian Mona Hilul Irfan dengan penulis 
adalah terletak pada akad yang digunakan. Mona Hilul Irfan 
menggunakan Kafalah bi al-mal sedangkan penulis menggunakan Fatwa 
DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah.  
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Darussalam-Banda Aceh.2017.Hlm. 7. 
 
12 
 
 Ketiga, Jurnal dari Udin Saripudin yang berjudul “Sistem 
Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang 
menyimpulkan bahwa:
14
 
 Sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan 
kerjasama diantara anggota kelompok.Hal ini sejalan dengan prinsip 
prinsip dan nilai nilai ekonomi Islam.Karenanya terlepas dari sistem 
pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk persentase bunga. 
 Yang menjadi pembeda penelitian Udin Saripudin dengan 
penelitian yang penulis lakukan terletak pada perspektif hukum yang 
dipakai dalam penelitian milik Udin Saripudin yang dipakai ekonomi 
Islam yang cakupannya masih luas sedangkan penulis menggunakan 
Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah.  
 Keempat, skripsi dari Etika Yolan Melati mahasiswa Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Muamalah yang 
berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung 
Renteng Dalam Pembayaran Hutang” 15 
 Penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan di PNM 
Mekar setiap anggota kelompok yang mengikuti pembiayaan saling 
menanggung apabila terjadi pembayaran macet maka anggota kelompok 
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tersebut menalangi terlebih dahulu dan untuk minggu selanjutnya harus 
membayar hutang yang sudah ditalang oleh anggota lain.  
 Yang menjadi pembeda penelitian Etika Yolan Melati dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada akad yang 
digunakan. Etika Yolan Melati menggunakan akad Qardh sedangkan  
penulismenggunakan Fatwa DSN MUI No:11/DSN-MUI/VI/2000 
tentang kafalah.  
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
 Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk ke 
dalam penelitian lapangan (field Research). Field Research merupakan 
salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. 
Teknik ini adalah penelitian langsung terhadap objek penelitiannya. 
Karena objek penelitiannya Sistem Penjaminan Tanggung Renteng 
Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi 
Perspektif fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah 
, maka penulis sangat memerlukan Field Research dalam 
penelitiannya. Sumber yang di dapatkan penulis dari petugas BTPN 
Syariah dan Nasabah yang mengikuti pembiayaaan tersebut. 
 
 
 
2. Sumber Data  
14 
 
 Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu : 
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau 
informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen 
yang telah ditetapkan.
16
 Meliputi pengamatan langsung dan dapat 
berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya 
berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang 
menjadi objek penelitian. Selain itu, sumber data primer bisa 
diambil dari wawancara. Data primer akan lebih akurat, karena 
data ini disajikan lebih terperinci. Dalam wawancara tersebut 
penulis mewawancarai Ibu Edinur sebagai petugas BTPN Syariah 
dan sejumlah nasabah.  
b. Data Sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.
17
 Fungsi 
dari data sekunder ini digunakan untuk menunjang data primer, 
seperti data yang diperoleh studi pustaka, buku-buku, jurnal, web, 
brosur serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan penulis.  
Data primer dan sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu 
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 
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Ibid. 
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yaitu apa yang menghasilkan data deskriptif lisan juga perilaku 
yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.  
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat observasi penulis 
adalah Kantor Cabang BTPN Syariah di Desa Karangjati Kecamatan 
Karangjati Kabupaten Ngawi. Penulis memilih tempat studi kasus 
disini karena anggota yang mengikuti pembiayaan di BTPN Syariah ini 
dipastikan lebih dari 10 orang dibanding dengan  BTPN Syariah 
lainnya.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak 
dapat diperoleh melalui observasi.
18
 Dalam wawancara ini penulis  
bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian 
tentang pengalaman hidup orang lain yang mengikuti pembiayaan 
tersebut. Penulis akan mengajukan dan mencari sumber kepada salah 
satu ketua BTPN Syariah yang bertugas di lapangan yang bernama 
Edinur dan para nasabah yang mengikuti pembiayaan.  
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Kompas Gramedia, 2010), hlm. 12. 
16 
 
b. Dokumentasi  
 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 
sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan 
pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai 
masalah penelitian.
19
 Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 
mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan skripsi ini 
yaitu berupa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang.  
5. Teknik Analisis Data  
 Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum 
atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau 
fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. 
Hasil dari penggunaan teori ini adalah mempunyai kesimpulan seperti 
diterima, didukung, memperkuat, meragukan, mengkritik, bahkan 
membantah.
20
 Kegunaan metode ini untuk manganalisa Sistem 
Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah Pada 
BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 
11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang kafalah.  
H. Sistematika Penulisan  
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 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 
 perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan 
 hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika 
 penelitian adalah sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN, dalam pendahuluan ini akan berisi 
 beberapa sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
 penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan 
 sistematika penulisan.  
 BAB II LANDASAN TEORI, berisi tinjauan umum konsep 
pembiayaan murabahah dan kafalah dalam Fatwa DSN No: 11/DSN-
MUI/VI/2000 Tentang Kafalah  pengertian secara umum.  
 BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, pada bab ini akan 
disajikan gambaran umum profil objek penelitian yaitu BTPN Syariah. Dan 
sistem tanggung renteng pembiayaan murabahah.  
 BAB IV ANALISIS, pada bab ini akan disajikan analisis 
 perspektif Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang kafalah terkait 
dengan hasil penelitian yang menjelaskan penjaminan sistem tanggung 
renteng dalam pembiayaan Murabahah.  
 BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi uraian kesimpulan yang 
 diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran. 
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BAB II 
 AKAD MURABAHAH, KAFALAH DAN DSN MUI  
 
A. Murabahah  
1. Pengertian Murabah}ah 
 Secara bahasa, kata murabah}ah berasal dari bahasa Arab yaitu 
ribh 
yang artinya “keuntungan”. Kamus Ahli Mutahar juga menjelaskan 
bahwa, kata murabah}ah dalam Bahasa Arab adalah murabah}ah asal 
kata dari isim masdar yang artinya keuntungan atau laba. 
1
 Pada dasarnya murabah}ah secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.  
 Secara istilah menurut para ahli hukum Islam (fuquha), pengertian 
murabah}ah adalah “al-bai bira‟sil maal waribhun ma‟lum” artinya 
jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. 
Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabah}ah, yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 
dengan harga yang lebih sebagai laba. 
2
 
 Akad Murabah}ah menurut Peraturan Bank Indonesia tentang akad 
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah jual beli barang 
                                                          
 
1
 Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm.552. 
 
2
 Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 Tentang Murabahah 
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sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 
disepakati.
3
 
2. Dasar Hukum Murabah}ah  
a. Dasar hukum murabahah dalam Al-Qur‟an adalah : 
Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:  
            ....     
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”. (Al-Baqarah 275)  
 
b. Hadis Tentang Murabahah:  
         ُلَزُي  ُرَر َّضَلا  
 
“kemudharatan harus dihilangkan” (Kaidah Fiqih)  
 
3. Rukun dan Syarat Murabah}ah  
 Perjanjian jual beli murabah}ah merupakan perbuatan hukum 
terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada 
pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus 
di penuhi syarat dan rukun jual beli murabah}ah, Adapun rukun  
Murabah}ah sebagai berikut :  
                                                          
 
3
 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan 
Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 
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a. Pelaku akad, yaitu bai‟ (penjual) adalah pihak yang  memiliki 
 barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 
 memerlukan dan akan membeli barang.  
b. Objek akad, yaitu mabi (barang dagangan) dan tsaman (harga)  
c. Shighat, (ijab dan qabul) yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh 
orang yang melakukan akad untuk menunjukan keinginanya, serta 
mengandung serah terima. 
4
 
 Adapun syarat-syarat murabahah sebagai berikut : 
(1) Jual beli murabah}ah harus dilakukan atas barang yang telah 
dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual).
5
 
Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada 
penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari 
akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa 
keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil 
keuntungan. 
(2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan 
biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada 
suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat 
transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah Murabah}ah 
                                                          
 
4
Siti Zulaikha dan handayani, Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro 
Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 02, Nomor. 
1,Mei 2014,hlm. 42.  
 
5
 DR. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), cet ke-1, (Jakarta: 
Kencana,2012), hlm. 137. 
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(3) Adanya infromasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal 
maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai 
salah satu syarat Murabah}ah.  
(4) Dalam sistem Murabah}ah penjual boleh menetapkan syarat 
pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak 
pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, 
karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di 
samping menjaga kepercayaan yang sebaik-bainya.  
4. Tujuan Digunakan Murabah}ah 
 Tujuan pembiayaan murabah}ah, memberikan bantuan kepada 
nasabah agar dapat memiliki sebuah barang yang dibutuhkan. 
Pemesanan ini menggunakan sistem pembelian yang dilakukan secara 
mengangsur, berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa 
pembiayaan murabah}ah memberikan bantuan kepada masyarakat 
yang benar-benar membutuhkan barang.  
5. Secara umum proses aplikasi murabah}ah dalam BTPN Syariah 
adalah :  
a. Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan murabah}ah
 kepada bank guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah 
 sebagaimana tercantum dalam aplikasi selanjutnya Bank 
 menyetujui untuk menyediakan pembiayaan murabah}ah sesuai 
 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam 
 akad.  
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b. Pembiayaan murabah}ah oleh Bank kepada Nasabah diatur dan 
 akan berlangsung menurut prinsip-prinsip syariah sebagai berikut :  
1) Bank menyediakan pembiayaan Murabah}ah untuk 
 pengadaan barang sesuai kebutuhan Nasabah dengan harga 
 beli sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.  
2) Jumlah (plafond) pembiayaan Murabah}ah adalah sebesar 
 100%  dari harga beli, dan Nasabah tidak diwajibkan untuk 
 menyediakan uang muka pembelian barang.  
3) Bank menyetujui bahwa penyerahan barang dilakukan oleh 
 penjual secara langsung kepada nasabah dengan harga beli 
 sebagaimana ternyata di dalam aplikasi.  
4) Nasabah dan Bank menyatakan sepakat dan setuju bahwa 
 bank mengambil keuntungan  
5) Nasabah menyatakan membeli barang dari Bank dengan 
 cara mengangsur kepada Bank sebesar harga jual  
6) Pembayaran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan secara 
 mengangsur selama jangka waktu sebagaimana yang 
 tercantum.  
c. Nasabah wajib menempatkan dana pada Bank sebesar minimal 
 10% dari jumlah pembiayaan yang dilakukan.  
d. Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban Nasabah 
 kepada Bank, setiap pembayaran pembiayaan Murabah}ah. 
Nasabah  memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening 
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baik  pada saat pembayaran sampai pembayaran itu lunas. Yang 
mana  kuas ini tidak dapat dicabut selama Nasabah masih 
mempunyai  kewajiban kepada Bank berdasarkan akad 
murabah}ah ini.  
e. Jika Nasabah lalai atau terlambat membayar angsuran pihak Bank 
 menghubungi yang bersangkutan terlebih dahulu, mengingatkan 
 untuk melakukan pembayaran.  
f. Apabila nasabah tidak menggunakan pembiayaan sesuai dengan 
 tujuan dan menimbulkan resiko tidak terpenuhinya kewajiban 
 Nasabah untuk melakukan pembayaran maka Bank meminta untuk 
 melakukan pelunasan dipercepat.  
g. Dengan menandatangani akad ini, nasabah setuju dan sepakat 
 bahwa akad ini berfungsi juga sebagai tanda terima akad dan uang 
 oleh nasabah atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank.  
 
B. Konsep Umum Akad Kafalah  
1. Pengertian Kafalah 
 Al-Kafalah menurut bahasa Arab berarti Al-dhaman 
(jaminan), hamalah (beban), dan za‟amah (tanggungan).6 
Sedangkan dalam syariat, Kafalah artinya penggabungan tanggung 
                                                          
 6Ibid, 187. 
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jawab orang yang dijamin ke dalam tanggung jawab penjamin 
dalam tuntutan terhadap jiwa, utang, barang atau pekerjaan.
7
 
 Al-Kafalah merupakan masdar (kata awal) yang fiil madhi-
nya ialah kafala dan fi‟il mudhori‟nya yakfulu. Secara bahasa  
Kafalah berarti penjaminan. Kafalah mempunyai padanan kata 
dhamanah, h}amalah dan za‟amah. Istilah tersebut mempunyai arti 
yang sama yaitu penjaminan. Menurut madzhab Hanafi dan 
Hanbali Kafalah merupakan Ad-dham (menggabungkan) 
sedangkan menurut madzhab Syafi‟i Kafālah berarti ihtizam yaitu 
komitmen melakukan sesuatu.Dalam istilah fiqh Kafalah atau 
dhaman ialah menggabungkan beban (tanggungan) dalam 
permintaan dan utang.
8
 
 Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang kafil 
kepada pihak yang mempunyai hak jaminan (makful lahu) dari 
kewajiban seseorang yang akan ditanggung (makful anhu). Kafalah 
merupakan akad yang digunakan untuk mengalihkan hak jaminan 
dari seseorang kepada pihak lain.bentuk jaminan yang diberikan 
objeknya dapat berupa pembayaran harta benda (utang) maupun 
perbuatan.
9
 
                                                          
 
8
 Andri Soemitra,”Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah” Di Lembaga 
Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.126. 
 
9Burhanuddin,S.“Hukum Kontrak Syariah” (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 
hlm.154.  
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2. Dasar Hukum  
a. Akad Kafalah ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, as-
Sunnah, dan ijma‟. Dalil dari Al-Qur‟an adalah firman Allah 
SWT
10
 :  
 
                            
 
 
“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 
(QS.Yusuf : 72)  
 
b. Hadis Tentang Kafalah  
“penjamin itu menanggung hutangnya dan harus ditunaikan” 
(HR. Ibnu Majah no. 2405 dan di shahihkan al-Albani dalam 
Shahih Sunan Ibnu Majah) 
3. Rukun Dan Syarat Kafalah 
a. Shighat, ulama Hanafiyah sendiri tidak memberikan syarat syarat 
khusus untuk shighat (redaksi ijab dan qobul dalam Kafalah) .
11
 
                                                          
 
10
  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemahnnya. (Jakarta: 
Cahaya Qur‟an,2011), hlm.106 
 
11
 Ahmad wardi,Muslich. “Fiqh Muamalat”(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010),hlm.438.  
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b. Dhami, Kafil atau za‟im yaitu pihak penjamin  
c. Makful Lahu yaitu orang yang memberi utang (berpiutang). 
 Disyaratkan diketahui dan dikenal oleh orang yang menjamin. Hal  
 ini lebih mudah dan disiplin.  
d. Makful bih, objek Kafalah yaitu semua yang dijamin berupa orang 
 atau barang atau pekerjaan yang wajib diketahui oleh orang yang 
 keadaannya ditanggung.  
e. Makful anhu, pihak yang berhutang.  
4. Macam-macam Kafalah 
 Secara garis besar kafalah dibedakan menjadi dua
12
 :  
a. Kafalah bi al-mal merupakan jaminan pembayaran barang atau 
pelunasan hutang atau Kafalah yang berupa kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. 
Akad Kafalah bi al-mal akan berakhir ketika obyek 
pertanggungan (makful  bihi) sudah terbayarkan kepada 
penerima tanggungan (makful lahu), baik oleh tertanggung 
(makful anhu) ataupun oleh pihak tertanggung ataupun kepada 
kafil. Atau juga adanya pembebasan tanggungan atau hal lain 
yang disamakan dengan hal itu, dari pihak penerima 
                                                          
 
12
 Abdul Rahman Ghazaly,dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 
2012), hlm. 207-209. 
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tanggungan (makful lahu).
13
Kafalah bi al-mal dibedakan 
menjadi tiga macam:  
1) Kafalah bi al-Dain 
jaminan untuk menyerahkan harta yang menjadi hak atau 
kewajiban orang lain. Bentuk penyerahan harta dalam 
kafalah bi al-„ain pada prinsipnya harus dilakukan secara 
tunai, sesuai dengan  rentang waktu yang ditetapkan.Misal 
jaminan menyerahkan barang („ain) itu tidak dapat 
dilakukan secara langsung (tunai) sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan, maka kedudukan Kafalah bi al-„ain 
hukumnya berubah menjadi kafalah bi al-dain.
14
 
2)  Kafalah dengan menyerahkan materi  
  Kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan  
  orang  lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si 
  pembeli, mengembalikan barang yang dighasab.  
3) Kafalah dengan aib  
  Menjamin barang dikhawatirkan benda yang akan dijual  
  tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya)  
  karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain si  
  kafil bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti  
                                                          
 13Mugiyati,”Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful” Al-
Qanun, Vol.9 Nomor 1, 2014, hlm. 67 
 
14Burhanuddin,S.“Hukum Kontrak Syariah”... hlm.157. 
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  jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik  
  orang lain bukan milik penjual atau  barang itu sebenarnya 
  barang gadaian yang hendak dijual.
15
 
b. Kafalah dengan jiwa disebut juga jaminan muka, yaitu adanya 
kesediaan penjamin (al-kafil) untuk menghadirkan seseorang 
yang dijanjikan kepada yang akan dijamin (makful lahu). 
Kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang untuk 
menentukan keputusan terkait dengan kewajiban menyangkut 
hak manusia. Misalnya jaminan menghadirkan orang untuk 
mengambil keputusan dalam menggunakan hak qishas maka 
hukumnya boleh.  Sedangkan bila menyangkut had yang telah 
ditentukan Allah, maka Kafalah tidak boleh berlaku. 
16
 
5. Pelaksanaan Kafalah 
 Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu:
17
 
a. Munjaz (tanjiz) adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, 
seperti seseorang berkata “saya tanggung si Fulan dan saya jamin 
si Fulan sekarang”, lafadz-lafadz yang menunjukkan Kafalah 
menurut para ulama adalah seperti lafadz Tahammaltu, takaffaltu, 
dhammintu, ana kafil laka, ana za‟im, huwa laka „indi atau huwa 
laka „alaya. Apabila akad penanggungan terjadi, maka 
                                                          
 
15
 Abdul Rahman Ghazaly,dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012) hlm.209.  
 
16
Ibid.hlm.157 
 
17
 Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016),hlm.194-
195 
29 
 
penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar 
ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada 
penanggungan.  
b. Mu‟allaq (ta‟liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada 
sesuatu, seperti seseorang berkata “ Jika kamu mengutangkan pada 
anakku, maka aku akan membayarnya” atau “ jika kamu ditagih 
pada si A, maka aku yang akan membyarnya,” seperti Firman 
Allah 
                            
“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 
(QS. Yusuf : 72) 
 
c. Mu‟aqqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan 
dikaitkan pada suatu waktu seperti ucapan seseorang “bila ditagih 
pada Bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran 
utangmu, menurut madzhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, 
tetapi menurut Madzhab Syafi‟I batal. Dan apabila akad telah 
berlangsung maka madmunlah boleh menagih kepada kafil )orang 
yang menanggung kepada beban) atau kepada madmin atau makful 
„anhu (yang berutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.  
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6. Hukum Kafalah18 
a. Sah Kafalah dengan badan dari setiap orang yang memikul 
kewajiban financial  
b. Tidak sah Kafalah dengan badan dari orang yang menanggung 
hukuman had atasnya 
c. Tidak sah Kafalah dengan badan dari orang yang dikenakan 
hukuman qishash  
d. Kafil bebas dengan sebab kematian mafkul yang tidak bisa 
dihadirkan  
e. Penjamin yang penanggung jawab (al-kafil al-gharim) itu harus 
menjamin (terhadap hutang) manakala orang yang dijaminnya 
menunda-nuda atau tidak membayarnya atau pailit 
f. Penjamin yang bukan penanggung jawab (al-kafil ghair al-
gharim) adalah penjamin hutang yang hadir yang tidak 
memikul tanggung jawab. Karena Kafalah nya adalah Kafalah 
yang mengenalkan dan menghadirkan makful atau kafil al-
gharim (penjamin yang bertanggung jawab) 
g. Sah Kafalah dengan jiwa, yaitu tanggung jawab kafil untuk 
menghadirkan makful (orang yang dijamin) kepada makful lahu 
(orang yang diberi jaminan) atau ke majelis hakim atau yang 
semisal dengannya.  
7. Konsekuensi Hukum Akad Kafalah 
                                                          
 
18
 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, Fikih Muyassar, Penerjemah :Izzudin Karimi 
(Jakarta: Darul Haq,2017), hlm.377-378.  
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 Konsekuensi (hukum pengambilan ujrah/fee) dari akibat 
akad Kafālah terjadi perbedaan ulama antara lain:19 
 Sebagian ulama mengharamkan pengambilan atau 
penarikan upah/fee/ujrah komisi yang dilakukan pihak kafil (bank) 
atas pekerjaannya memberikan jaminan.Alasannya adalah bahwa 
akad Kafalah merupakan akad yang sifatnya menolong (tabaru‟) 
sehingga setiap akad yang didasarkan untuk menolong (tabaru‟). 
Sehingga haram hukumnya untuk meminta uang kompensasi dari 
kegiatan menjamin ini. 
 Sebagian ulama yang lain menghalalkan pihak penjamin 
(bank) untuk menarik atau meminta komisi atau ujrah/fee dari akad 
kafalah, hal ini dengan alasan setiap pekerjaan yang menghasilkan 
manfaat bagi orang lain, maka baginya boleh meminta kompensasi 
atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Pendapat kedua ini 
yang lebih banyak dianut dan dilakukan pada masyarakat, termasuk 
pada bank atau LKS.  
8. Berakhirnya Akad Kafalah 
 Akad Kafalah (penjaminan) akan habis masa berlakunya 
atau berakhir karena sebab-sebab berikut :
20
 
a. Hutang telah terbayar, baik dibayar oleh pihak penjamin (kafil) 
maupun orang yang berhutang atau orang lain 
                                                          
 
19
 Masjupri, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia:Teori dan Praktek Pada LKS,… 
Hlm.168  
 
20
Ibid.  
32 
 
b. Orang yang memberi hutang membebaskan kepada pihak yang 
menjamin (kafil) maupun kepada pihak yang berhutang.  
c. Penjamin (kafil) telah melakukan perdamaian dengan pihak 
yang memberi hutang dengan kompensasi tertentu. Dalam hal 
ini orang yang ditanggung terbebas dari pihak yang memberi 
hutang, dan pihak kafil (penjamin) berhak mendapat ganti rugi 
dari orang yang ditanggung dengan lebih sedikit dari hutangnya 
atau senilai dengan kompensasi yang diberikan dalam 
perdamaian.  
d. Penjamin dari pihak yang berhutang memindahkan kewajiban 
terhadap orang yang memberi hutang kepada orang lain karena 
pemindahan hutang (hawalah)  
e. Jika barang yang dijamin rusak  
f. Rusaknya barang yang dijadikan jaminan atau barang yang 
dijamin force majour atau overmach, bukan karena perbuatan 
manusia.  
g. Orang memberi hutang meninggal dunia, dan ahli waris satu-
satunya pihak yang berhutang.  
h. Pihak penjamin (kafil) membayar hutang pihak yang berhutang, 
sedang kafil punya hutang bersama nilainya dengan pihak yang 
dibayarkan hutangnya (madin) 
i. Kafil meninggal dunia  
j. Meninggalnya pihak yang dijamin  
33 
 
9. Aplikasi Kafalah Pada Lks  
 Pada lembaga keuangan syariah fasilitas akad Kafalah ini 
diberikan kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran 
transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan 
memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah. Adapun 
aplikasi dalam LKS adalah :
21
 
a. Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang pengusaha 
sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad 
Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 
(pengusaha) atau yang ditanggung (makful „anhu). Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut bank syariah berkewajiban untuk 
menyediakan satu skema penjaminan (Kafalah) yang 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
b. Kafalah diaplikasikan pada layanan kartu kredit, Bank/LKS 
menjamin nasabah (pemegang kartu kredit) untuk melakukan 
pembyaran tanpa uang cash/tunai kepada pihak ketiga 
(merchant) karena penjaminan itu. Dari penjaminan itu bank 
selaku kafil dapat meminta/mengenakan uang jasa (ujrah/fee) 
kepada nasabah.  
C. Kafalah Dalam Fatwa DSN-MUI  
                                                          
 21Masjupri, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia … hlm. 169.  
34 
 
 DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUIyang secara 
structural berada di bawah MUI.Tugas DSN adalah menjalankan tugas 
MUI dalam masalah yang terkait dengan ekonomi syariah dan aktivitas 
lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya, pembentukan DSN 
dimaksudkan sebagai langkah koordinasi secara efisien para ulama dalam 
menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan.
22
 
 Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi antara lain untuk 
melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan 
memajukan ekonomi umat. Disamping itu, lembaga ini bertugas untuk 
menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam 
implementasinya.Jadi, mereka diberikan kekuasaan dan wewenang yang 
luas untuk menelaah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan 
dengan praktik perbankan syariah.
23
 
 Dewan Syariah nasional mengatur tentang kafalah yang terdapat 
dalam Fatwa Nomor :11/DSN-MUI/VI/2000, yaitu :  
Fatwa DSN-MUI Tentang Kafalah  
 Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 adalah menimbang, 
 mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan tentang 
 Ka>falah ialah sebagai berikut:
24
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a. Pertama : Ketentuan Umum Kafalah 
1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
 untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
 kontrak (akad)  
2) Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima imbalan 
 (fee) sepanjang tidak memberatkan  
3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
 dibatalkan secara sepihak  
b. Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah 
1) Pihak penjamin (kafil)  
a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat  
b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 
 urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah 
 tersebut  
2) Pihak orang yang berutang (Ashiil, Makful anhu)  
a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada 
 penjamin 
b) Dikenal oleh penjamin  
3) Pihak orang yang berpiutang  
a) Diketahui identitasnya  
b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa  
c) Berakal sehat  
4) Objek penjaminan (Makful Bihi)  
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a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik 
 berupa uang, benda maupun pekerjaan.  
b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin  
c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 
 mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan  
d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya  
e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan) 
c. Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau  
  jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya  
  dilakukan melalui Badan Arbitrase setelah terjadi kesepakatan  
  melalui musyawarah.     
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BAB III 
BTPN SYARIAH DAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG 
 
A. Gambaran Umum BTPN Syariah  
1. Sejarah berdirinya BTPN Syariah  
BTPN syariah adalah anak perusahaan BTPN, BTPN Syariah 
sendiri terbentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank 
Sahabat) yang berpusat di semarang dan kemudian spin off Unit Usaha 
Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. pada tanggal 30 Januari 
2014 terbentuklah Bank Syariah berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor: S.031/DR/LG/VII/2014  tertanggal 17 Juli 2014 dan 
pada saat itu pula BTPN Syariah sudah berdiri sendiri dan mulai 
membuka cabang hampir di seluruh Indonesia salah satunya di Ngawi 
Jawa Timur.
1
BTPN Syariah melayani dan memberdayakan keluarga 
pra/cukup sejahtera untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi 
dengan membangun 4 (empat) perilaku kunci yaitu BDKS :Berani 
Berusaha, Disiplin Kerja Keras dan Saling Bantu. 
2. Visi dan Misi 
Visi :Menjadi bank syariah terbaik untuk keuang inklusif, mengubah  
hidup berjuta rakyat Indonesia.  
Misi :Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih  
berarti.  
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https://www.btpnsyariah.com (diakses Tanggal 11 Juni 2019, Pukul 15.15 WIB). 
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3. Hak Dan Kewajiban BTPN Syariah dan Nasabah  
a. Adapun hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan BTPN 
Syariah  
1) Kewajiban dan hak BTPN Syariah  
a) Hadir, setiap anggota pembiayaan murabahah harus hadir di 
pertemuan rutin sentra (prs), kehadiran akan di nilai saat 
anggota akan mengambil pembiayaan murabahah nantinya, 
jika tidak pernah hadir pihak BTPN Syariah akan mengkaji 
ulang apakah akan di beri pembiayaan atau tidak.  
b) Angsuran, anggota pembiayaan diwajibkan membayar tepat 
waktu di setiap pertemuan, tidak boleh mundur.  
c) Usaha, anggota yang di beri pembiayaan, harus 
dipergunakan untuk modal usaha, usaha dengan tekat yang 
kuat tidak boleh bermalas-malasan ataupun di pergunakan 
untuk usaha yang menyimpang di luar syariat.  
d) Solidaritas, di dalam satu sentra setiap nasabah harus saling 
membantu anggota lainnya seperti contohnya, tanggung 
renteng terhadap anggota dalam satu kelompok sentra yang 
lainnya.  
b.Adapun hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan Nasabah BTPN 
Syariah
2
 
1) Setiap anggota kelompok berkewajiban untuk :  
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Ibid. 
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a) Mentaati pembiayaan yang telah dilakukan  
b) Membayar lunas pembiayaan yang telah dilakukan  
c) Berpartisipasi dalam setiap perkumpulan yang dilakukan 
anggota kelompok  
2) Setiap anggota kelompok mempunyai hak untuk :  
a) Menyatakan pendapat didepan anggota kelompok saat 
dilakukan pembayaran  
b) Mendapatkan pelayanan yang sama dari petugas BTPN 
Syariah  
4. Produk Pembiayaan BTPN Syariah 
Di BTPN Syariah terdapat beberapa produk pembiayaan 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) 3 
1) Dalam pembiayaan PMD tersebut terdapat tiga akad yang 
saling berkaitan antara lain :  
a) Akad Murabah}ah, dalam melakukan pembiaayaan dengan 
prinsip jual beli ada barang yang dibeli oleh pihak bank dan 
dijual kepada nasabah  
b) Akad wakalah, dalam hal ini pihak bank member kuasa ke 
nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang  
c) Akad wadiah, terkait dengan melakukan pembiayaan 
tersebut pihak nasabah diwajibkan memiliki tabungan 
                                                          
 3 Brosur BTPN Syariah  
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selama menjadi anggota pembiayaan di BTPN Syariah, jika 
nanti tidak menjadi anggota dari pembiayaan tersebut 
tabungan dapat diminta oleh pihak nasabah.  
2) Manfaat Program Paket Masa Depan  
a) Mendapat Pembiayaan, Tabungan, Asuransi dan Pelatihan 
Daya  
b) Pembiayaan dari Rp. 2 juta dan meningkat terus sampai 30 
juta tanpa jaminan  
c) Tanpa Potongan dan biaya administrasi  
d) Tabungan untuk mewujudkan impian  
e) Pinjaman lunas, jika nasabah meninggal  
f) Santunan Rp 500 ribu, jika suami meninggal  
g) Pelatihan gratis daya  
h) Kesempatan pembiayaan pendidikan anak dan perbaikan 
rumah  
3) Syarat Permohonan Pembiayaan  
a) Wanita berusia 18-59 tahun  
b) Mau berusaha dan bekerja keras  
c) Disiplin bertemu rutin dalam satu sentra  
d) Kerjasama dan saling bantu sesama anggota kelompok  
e) Menyerahkan Fotocopy KTP suami istri dan Kartu 
Keluarga 
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4) Angsuran dalam Pembiayaan PMD4 
a) Rp 2.000.000 = Rp 104.000 /2 minggu  
b) Rp 3.000.000 = Rp 156.000 /2minggu  
c) Rp 4.000.000 = Rp 208.000 /2 minggu  
d) Rp 5.000.000 = Rp 260.000 /2 minggu  
  
                                                          
 4Ibid. 
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B. Praktik Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan 
Murabahah di BTPN Syariah Karangjati Ngawi 
1. Praktik Pembiayaan murabahahdi BTPN Syariah  
  Produk yang ditawarkan di BTPN Syariah cabang Karangjati 
adalah PMD (Produk Masa Depan) dengan akad murabah}ah. 
Pembiayaan murabah}ah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual 
beli barang pada harga pokok dengan tambahan bagi hasil yang telah 
disepakati dua belah pihak. Dimana pihak BTPN Syariah sebagai 
penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Pembayaran berupa 
angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak BTPN Syariah dan 
Anggota pembiayaan  
 Pembiayaan murabah}ah dilakukan oleh orang-orang yang 
membutuhkan modal usaha. Tujuan dilakukan nya pembiayaan 
murabah}ah oleh BTPN Syariah sendiri agar masyarakat yang 
mengikuti pembiayaan terhindar dari hutang rentenir yang saat ini 
semakin marak dan masyarakat sekitar yang mengikuti pembiayaan 
murabah}ah sumber ekonominya dapat meningkat. Praktik 
pembiayaan murabah}ah dalam BTPN Syariah ini diikuti minimal 10-
15 orang dalam satu kelompok. Adapun kriteria anggota yang 
mengikuti pembiayaan sebagai berikut:  
a. Setiap anggota wajib mempunyai usaha dan yang akan membuka 
usaha, setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan harus 
beranggotakan minimal 10 0rang  
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b. Pembiayaan murabah}ah dalam BTPN Syariah dibentuk untuk 
menciptakan dan mengembangkan peluang usaha dalam 
masyarakat yang mengikuti pembiayaan  
c. Semua anggota yang mengikuti pembiayaan menyetujui sistem 
tanggung renteng yang telah diucapkan pihak BTPN Syariah dalam 
perjanjian.
5
 
2. Tahapan Pemberian Pembiayaan Murabah}ah Pada BTPN 
Syariah  
Pemberian pembiayaan harus sesuai dengan prosedur dan 
tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a) Tahap pengajuan pembiayaan murabah}ah  
Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh petugas BTPN 
Syariah, kegiatan yang dilakukan meliputi :Masing-masing anggota  
mengisi blanko pengajuan pembiayaan dan mendatangani bersama 
suami/isteri. Beserta syarat syarat yang telah digunakan untuk 
pembiayaan.Selanjutnya blanko dan syarat tersebut diserahkan kepada 
petugas. 
b) Tahap Pemerikasaan Pembiayaan murabahah  
1) Petugas BTPN Syariah menerima kelengkapan data dan 
kebenaran blanko permohonan pembiayaan  
2) Memeriksa blanko permohonan pembiayaan apakah sudah diisi 
dengan lengkap dan benar  
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3) Blanko pengajuan pembiayaan apakah sudah diisi dengan 
lengkap dan benar  
4) Fotocopy KTP masing masing calon anggota pembiayaan 
masih berlaku atau tidak  
5) Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan 
membuat analisis permohonan pembiayaan. Pemeriksaan 
(survey) ditujukan untuk mengetahui apakah calon anggota 
pembiayaan layak menerima pembiayaan tersebut atau tidak. 
6
 
Dalam survey tersebut petugas BTPN Syariah akan 
memberikan beberapa pertanyaan antara lain : 
a) Berapa Jumlah anggota Rumah tangga ? 
b) Apakah Semua anggota rumah tangga yang berusia 6-18 
tahun masih bersekolah ? 
c) Apa tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh 
kepala rumah tangga ? 
d) Apa status pekerjaan utama dari kepala rumah tangga ? 
e) Jenis lantai terluas ? 
f) Jenis kloset/wc yang rumah tangga miliki ? 
g) Apa jenis bahan bakar utama rumah tangga ? 
h) Apakah rumah tangga memiliki tabung gas 12kg atau 
lebih?  
i) Apakah rumah tangga memiliki lemari es ? 
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j) Apakah rumah tangga memiliki kendaraan bermotor ? 
d) Tahap Putusan Pembiayaan  
6) Untuk mengetahui diterima atau tidaknya pengajuan yang 
dilakukan oleh anggota.ditentukan oleh sistem sebab dalam 
sistem tersebut telah tercantum nama yang melakukan 
pengajuan, jika sebelumnya pernah melakukan pembiayaan 
namun dalam melakukan pembayarannya atau angsuran jelek  
biasanya sistem tidak bisa merespon dan pengajuan tidak 
diterima. 
7) Realisasi Pembiayaan  
a) Setelah berkas diterima dan telah diputuskan berhak 
menerima atau tidak nya pembiaayaan, petugas BTPN 
Syariah memberitahu kepada yang bersangkutan (nasabah). 
Jika ditolak petugas memberitahu tentangalasan  
penolakannya jika disetujui petugas memberitahu 
ketentuaan perjanjian dan angsuran yang wajib dibayarkan.  
b) Jika telah disetujui untuk melakukan pembiayaan pihak 
nasabah wajib menyiapkan :  
(1) Materai 6000 (1 set)  
(2) Fotocopy KTP  
c) Petugas menyerahkan bebrapa berkas untuk ditandatangani 
anggota yang mengikuti pembiayaan  
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d) Sebelum penyerahan pembiayaan petugas menyampaikan 
sumpah dan akad pembiayaan disampaikan dengan 
melakukan jabat tangan antara petugas dan anggota 
pembiayaan.  
e) Kartu Pembiayaan dan Kartu tabungan untuk anggota yang 
menerima pembiayaan tersebut  
8) Pembayaran Pembiayaan  
a) Setiap anggota yang membayar wajib membawa kartu 
angsuran nasabah yang berwarna kuning.  
b) Dan membawa kartu tabungan yang berwarna hijau. Kartu 
tabungan disini digunakan untuk setiap anggota kelompok 
yang membayar pembiayaan dan uang pembayarannya 
masih sisa biasanya langsung dimasukan ke kartu tabungan.  
c) Dalam hal ini proses pembayaran dan proses manabung 
dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok tersebut.  
 Praktik dalam pembiayaan murabah}ah yang dikelola oleh BTPN 
Syariah cabang Karangjati merupakan produk dengan prinsip kerja sama 
antara anggota satu dengan anggota lainnya dengan menggunakan akad 
perjanjian.pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai 
pengelola modal. Dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
murabah}ah  pihak BTPN Syariah mendatangi rumah salah satu anggota 
kelompok yang telah ditunjuk, disana petugas dan anggota kelompok yang 
mengikuti pembiayaan berkumpul. Tujuan dari perkumpulan itu petugas 
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menyampaikan proses pelaksanakan perjanjian pembiayaan murabah}ah 
antara pihak BTPN dan anggota kelompok.
7
 
 Berdasarkan kesepakatan pihak BTPN Syariah dan anggota 
kelompok yang mengikuti pembiayaan, anggota membelanjakan barang 
setelah menerima uang sesuai dengan akad perjanjian yang telah 
disepakati akad ini disebut dengan akad wakalah dimana pihak BTPN 
hanya memberikan uang kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri. 
Setelah barang dibelikan nota pembelian di berikan ke pihak BTPN 
Syariah. Dalam pembiayaan murabahah di BTPN Syariah juga terjadi 
akad wadiah dimana setelah menerima pembiayaan murabahah uang 
tersebut dipotong 10% digunakan untuk tabungan masa depan dan selama 
menjadi anggota pembiayaan tabungan tersebut utuh jika sudah tidak 
mengikuti pembiayaan atau sudah lunas tabungan tersebut di berikan ke 
anggota.  
3. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Tanggung Renteng Dalam 
Pembiayaan Murabahah Di BTPN Syariah 
 Yang pertama, menurut nasabah bernama elyawati yang akan 
melakukan pembiayaan tersebut, untuk menjadi anggota kelompok ibu 
elyawati  membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, KK.Beliau sudah 
bergabung di kelompok tersebut sejak tahun 2015.Dalam kelompok 
tersebut terdiri dari 10 anggota untuk menjadi anggota terdapat kriteria 
salah satunya sudah berumah tangga, mendapat izin suamin, membentuk 
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kelompok dan pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk 
keperluan usaha. Dari anggota tersebut ada yang merangkap menjadi ketua 
sentra dalam pembiayaan. Ibu elyawati dan teman-teman kelompoknya 
melakukan pembiayaan ini yaitu untuk modal usaha bagi yang sudah 
memiliki usaha dan bagi yang akan memulai usaha, salah satu usaha 
membuka warung makan, salon, toko kelontong. Besaran modal yang di 
dapat oleh anggota kelompok berbeda-beda mulai dari Rp 3.000.000 untuk 
anggota baru dan  Rp 20.000.000 untuk anggota yang sudah lama. 
Kemudian untuk pembayaran kepada BTPN dilakukan  setiap dua minggu 
sekali petugas dan anggota kelompok melakukan pertemuan di dalam 
pertemuan tersebut selain membayar angsuran pembiayaan juga diisi 
pembekalan yang dilakukan petugas. Untuk besaran pembayaran anggota 
yang mendapat pembiayaan Rp.3.000.000 setiap dua minggu membayar 
Rp 156.000 dan yang mendapat pembiayaan Rp. 20.000.000 setiap dua 
minggu membayar Rp 1.000.000, setiap anggota kelompok ini melakukan 
angsuran 25 kali.
8
 
 Sedangkan menurut Ibu Nariyah beliau juga anggota dari 
kelompok pembiayaan murabahah tetapi dalam mengikuti pembiayaan 
tersebut beliau sempat mengalami pembayaran nunggak disebabkan  
karena usaha yang beliau rintis mengalami kemunduran pembeli sepi, dan 
yang menanggung waktu pembayaran nunggak tersebut adalah semua 
anggota kelompok. Setelah ditalangi tersebut ibu nariyah mengganti uang 
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talangan di minggu kemudian waktu pertemuan pembayaran. Adapun 
persyaratan yang dilakukan ibu nariyah untuk menjadi anggota kelompok 
prosesnya sama seperti ibu elyawati ibu nariyah hanya menyerahkan 
fotocopy KTP dan KK saja, berbeda dengan ibu elyawati yang sudah lebih 
dulu bergabung dengan kelompok pembiayaan dari tahun 2015, ibu 
nariyah baru bergabung pada tahun 2017 adapun alasan ibu nariyah 
begabung dengan kelompok pembiayaan tersebut adalah untuk 
pengembangan usaha toko kelontongnya ibu nariyah.Ibu nariyah 
mengetahui adanya pembiayaan kelompok tersebut dari saudaranya selain 
alasan diajak saudara ibu Nariyah tertarik karena persyaratan mudah  
dalam pembiayaan tersebut juga tidak diberlakukan jaminan berupa 
barang.
9
 
Table nasabah jual beli murabahah 
No Nama  Alamat  Jenis 
pembelian  
Nominal  
1 Elyawati  Legundi RT 
02/01 
Etalase  3.000.000 
2 Nariyah Legundi RT 
02/01  
Meja kursi  3.000.000 
3 Mustikowati  Legundi RT 
02/01 
Gerobak  5.000.000 
                                                          
 
9
 Nariyah, anggota pembiayaan BTPN Syariah,wawancara pribadi, 13 Juni 2019, jam 
11.00-11.30 WIB 
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4 Kartini  Karangjati 
RT 05/01 
Kulkas, 
televisi  
5.000.000 
5 Mimblik  Karangjati 
RT 02/02 
Gerobak  5.000.000 
6 Karni  Legundi RT 
02/01  
Almari  4.000.000 
7 Lastri  Legundi RT 
02/01  
Gerobak, 
kulkas  
8.000.000 
 
 
5. Jaminan  
 Dalam perjanjian pembiayaan murabahah pada dasarnya mengacu 
pada syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan ,kecakapan dan 
kehati-hatian dari suatu pembiayaan murabahah. Di dalam 
pembiayaan murabahah ini tidak diberlakukan jaminan berupa barang 
tetapi dalam hal ini diberlakukan penjaminan berupa jiwa yaitu semua 
anggota kelompok yang mengikuti pembiayaan tersebut di BTPN 
Syariah diwajibkan ikut menanggung bila terjadi pembiayaan 
bermasalah antar anggota kelompok. Dalam pembiayaan tersebut 
sebelum anggota melakukan akad perjanjian pihak BTPN dan anggota 
kelompok membacakan sumpah yang dituliskan oleh pihak BTPN 
secara bersama-sama. Dari penjelasan tersebut maka penjaminan 
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dalam Islam disebut dengan kafalah.Kafalah bi al-mal adalah jaminan 
pembayaran barang atau pelunasan barang. 
6. Penanggung Jawab apabila Terjadi Wanprestasi Dalam 
Pembiayaan Murabahah Penjaminan Sistem Tanggung Renteng  
  Semua anggota kelompok ikut bertanggung jawab jika terjadi 
 wanprestasi atau tunggakan pembayaran. Dalam pembiayaan 
 tersebut di awal  sudah dilakukan perjanjian secara lisan bahwa untuk 
 setiap anggota kelompok yang mengikuti pembiayaan diharapkan 
 secara sukarela dan tidak adanya unsur paksaan dalam menalangi 
 anggota yang menunggak pembayaran tersebut.  Jika anggota tersebut 
 terus menunggak pembayaran pihak BTPN Syariah langsung 
 memberikan surat peringatan kepada suami (Kepala Keluarga) yang 
 bersangkutan.
10
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 Edinur, Petugas BTPN Syariah, wawancara pribadi, 15 Juli 2019. Jam. 09.00-10.00 
WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG DALAM 
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTPN SYARIAH KARANGJATI 
NGAWI PERSPEKTIF DSN MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 
 
  Untuk menganalisis praktik sistem penjaminan tanggung renteng 
pembiayaan murabah}ah di BTPN Syariah Karangjati Ngawi, maka penulis 
ingin menguraikannya menjadi sub bab-sub bab tertentu dalam praktik sistem 
penjaminan tanggung renteng pembiayaan murabahah di BTPN Syariah 
Karangjati Ngawi :   
A. Analisa akad kafalah dalam penjaminan sistem tanggung renteng 
perspektif akad kafalah  
 
 Praktik dalam pembiayaan murabah}ah yang dikelola oleh BTPN 
Syariah cabang Karangjati merupakan produk dengan prinsip kerja 
sama antara anggota satu dengan anggota lainnya dengan 
menggunakan akad murabah}ah. Pihak pertama sebagai pemilik modal 
dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam proses pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan murabah}ah  pihak BTPN Syariah mendatangi 
rumah salah satu anggota kelompok yang telah ditunjuk, di sana 
petugas dan anggota kelompok yang mengikuti pembiayaan 
berkumpul. Tujuan dari perkumpulan itu petugas menyampaikan 
proses pelaksanakan perjanjian pembiayaan murabah}ah antara pihak 
BTPN dan anggota kelompok yang ,mengikuti pembiayaan.  
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 Oleh karena itu, dari penjelasan diatas bahwa dari segi akad 
murabahah dalam penjaminan tanggung renteng tersebut dilakukan 
shigat atau ijab qobul antara pihak BTPN Syariah dan anggota 
pembiayaan dilihat dari waktu pertama kali melakukan akad pihak 
BTPN Syariah secara lisan mengatakan penjaminan tanggung renteng 
dilakukan oleh para anggota yang mengikuti pembiayaan. Jadi 
kesesuaian akad yang terjadi dalam pembiayaan tersebut sudah sesuai 
dengan pembiayaan yang dilakukan. Dalam penjaminan sistem 
tanggung renteng tersebut terdapat rukun dan syarat yang sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI : 
1. Kafil (Pihak Penjamin)1 
  Dalam fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 telah di
 tentukan syarat dari Kafil : 
a. Baligh (Dewasa) dan berakal sehat  
b. Berhak Penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 
hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.  
  Mayoritas anggota yang mengikuti pembiayaan adalah 
warga yang usianya 30 tahun ke atas yang telah berumah tangga 
memenuhi syarat seperti yang telah di sampaikan diatas. Secara 
sukarela dan tidak adanya unsur paksaan anggota yang mengikuti 
dan salin percaya. Yang mengikuti pembiayaan ikut serta dalam 
menanggung tunggakan yang terjadi antar anggota kelompok 
                                                          
 1Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah  
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perjanjian tersebut dilakukan secara lisan pada waktu 
dilaksanakannya akad. 
  Analisis sistem penjaminan tanggung renteng yang tidak 
mengalami tunggakan pembayaran menjadi pihak penjamin bagi 
anggota yang mengalami tunggakan sesuai dengan perjanjian lisan 
yang telah dilakukan antara petugas dan anggota kelompok yang 
mengikuti pembiayaan dan harus secara sukarela dan tanpa adanya 
unsur paksaan. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-
MUI/VI/2000.  
2. Pihak orang yang berutang (Makful anhu)2 
a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada 
penjamin  
b. Dikenal oleh penjamin  
  Dalam kesehariannya anggota pembiayaan murabah}ah di BTPN 
 Syariah yang berjumlah 10 orang tersebut masing-masing anggota 
 melakukan pembiayaan dan anggota yang mengikuti pembiayaan 
 tersebut  merangkap menjadi penjamin untuk semua anggota yang 
 mengikuti  pembiayaan. Dalam hal ini anggota  yang berutang (Makful 
 anhu) menjadi penjamin bagi diri mereka sendiri terhadap 
 pembiayaan tersebut. Dan  anggota yang tidak mengalami pembayaran 
 nunggak juga menjadi penjamin bagi anggota lainnya. 
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Ibid. 
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3. Pihak orang yang berpiutang (Makful Lahu)  
a. Diketahui identitasnya  
b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa  
c. Berakal sehat  
 Dalam praktiknya yang memberikan pembiayaan 
merupakan pihak BTPN Syariah selaku pemilik modal, jika akan 
mengikuti pembiayaan tersebut anggota kelompok BTPN Syariah 
yang berjumlah 10 orang harus hadir, membuat perjanjian dan 
mendapatkan pengarahan tentang pembiayaan murabahah dengan 
sistem penjaminan tanggung renteng.  
4. Objek penjaminan (Makful Bihi) 3 
a. Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik 
berupa uang, benda maupun pekerjaan  
b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin  
c. Harus merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus 
kecuali telah dibayar atau dibebaskan  
d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya  
e. Tidak bertentangan dengan syariah  
  Dalam praktiknya proses pembiayaan tersebut terdiri dari 10 
anggota, dalam perjanjian yang diucapkan secara lisan oleh pihak 
BTPN Syariah sendiri para anggota dianjurkan melakukan sistem 
tanggung renteng bila terjadi pada salah satu pihak yang tidak bisa 
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Ibid. 
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memenuhi kewajibannya. Maka anggota lain ikut menanggungnya. 
Dalam hal ini yang menjadi objek penjaminan tanggung rentengnya 
adalah para anggota yang mengikuti pembiayaan murabahah tersebut. 
Menurut Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 obyek 
penjaminannya sudah sesuai karena objek penjaminnaya jelas dan 
tidak bertentangan dengan syariat Islam.  
B. Analisa Hak dan Kewajiban dalam Penjaminan Tanggung 
Renteng perspektif akad kafalah  
 Adapun yang di praktikan pihak BTPN Syariah terkait dengan hak 
dan kewajiban anggota yang menjadi penjaminan yaitu :penjamin 
bersedia menanggung apabila terjadi pembayaran nunggak, Mentaati 
pembiayaan yang telah dilakukan, Membayar lunas pembiayaan yang 
telah dilakukan, Berpartisipasi dalam setiap perkumpulan yang 
dilakukan anggota kelompok. Sebab dalam penjaminan di BTPN 
Syariah ini adalah harta atau dalam Islam yang disebut dengan Kafalah 
bi al-mal. 
 Dilihat dari hak dan kewajiban kafil (penjamin) dalam pembiayaan 
murabahah disini bahwa penjaminan yang dilakukan para anggota 
pembiayaan sudah sesuai dengan kafalah bi al-mal. Karena hak dan 
rukun dari penjaminan tersebut sesuai dengan kafalah bi al-mal para 
anggota pembiayaan bersedia menjadi penjaminan dalam berjalannya 
suatu pembiayaan agar tercapainya sebuah prestasi dalam kelompok. 
Adapun hak dan kewajiban pihak orang yang mengikuti pembiayaan 
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sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan 
identitasnya dikenal oleh pihak yang mengikuti pembiayaan. 
Sedangkan hak dan kewajiban pihak yang berpiutang dalam 
pembiayaan murabahah di BTPN Syariah yaitu anggotanya harus hadir 
dalam waktu akad, dan wajib membayar pembiayaan murabahah tepat 
waktu. 
C. Analisa Penanggungan Wanprestasi terhadap Kedudukan 
Penjaminan Sistem Tanggung Renteng  
 Kafil (penjamin) merupakan orang yang mengikuti pembiayaan 
murabahah di BTPN Syariah.Penjaminan disini termasuk kafalah bi al-
mal karena penjaminan disini berupa harta.Atau para anggota yang 
mengikuti pembiayaan murabahah tersebut yang tidak mengalami 
pembayaran macet. Dalam menanggung jika terjadi pembiayaan macet  
para anggota tersebut ikut menanggung bersama sesuai dengan 
perjanjian antara pihak BTPN Syariah dan para anggota secara 
sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Jika dalam pembiayaan 
tersebut anggota yang mengikuti pembiayaan pembayaran yang 
dilakukan nunggak terus. Maka pihak BTPN Syariah akan memberikan 
surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) anggota yang 
menunggak pembayaran tersebut.  
 Sebab dalam berjalannya pembiayaan tersebut setiap waktu 
pembayaran semua anggota diharapkan untuk tepat waktu melakukan 
pembayaran. Jika ada anggota yang belum membayar dengan suatu 
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alasan maka wajib bagi anggota lain untuk menalangi. Kedudukan 
penjaminan di sini sama dengan anggota yang mengikuti pembiayaan 
karena penjaminan disini adalah harta (kafalah bi al-mal).  
 Penjamin (kafil) telah melakukan perdamaian dengan pihak yang 
memberi hutang dengan kompensasi tertentu.Dalam hal ini orang yang 
ditanggung terbebas dari pihak yang memberi hutang, dan pihak kafil 
(penjamin) berhak mendapat ganti rugi dari orang yang ditanggung 
dengan lebih sedikit dari hutangnya atau senilai dengan kompensasi 
yang diberikan dalam perdamaian. Tetapi dalam praktik tersebut 
penjaminan di sini tidak mendapat kompensasi apapun dari 
pembiayaan tersebut seperti dalam pelaksanaan kafalah yang telah 
disebutkan penjamin berhak mendapat kompensasi dari berkahirnya 
akad tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan pada pembahasan analisis data, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik Sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan murabahah 
di BTPN Syariah dalam proses ijab qobul berlangsung dengan saling 
percaya. Adapun makful „anhu (pihak yang berutang) juga merangkap 
menjadi Kafi>l (penjamin) jika anggotanya mengalami pembayaran 
macet. Dengan sistem penjaminan tanggung renteng ini pihak BTPN 
Syariah selaku makful lahu (pihak yang berpiutang) tidak perlu 
khawatir terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan karena 
adanya objek jaminan jika terjadi pembayaran macet. 
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 terhadap 
penjaminan sistem tanggung renteng pembiayaan murabahah BTPN 
Syariah Karangjati Ngawi. Diantaranya sebagai berikut.  
a. Ketentuan Umum Kafalah  
 Dalam praktiknya penyataan ijab qobul pada pembiayaan 
murabahah di BTPN Syariah Karangjati dinyatakan oleh para 
pihak yang mengikuti pembiayaan dalam mengadakan kontrak 
akad. Di dalam Fatwa DSN MUI terdapat imbalan atau (fee) untuk 
penjamin sedangkan dalam praktiknya tidak ada imbalah untuk 
penjamin. Dan apabila ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-
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MUI/VI/2000 tentang ketentuan kafalah pada poin pertama ini 
sudah sesuai dan untuk poin kedua yang menyatakan fee belum 
sesuai karena dalam praktiknya tidak ada.  
b. Rukun Dan Syarat Kafalah  
 Dalam praktiknya penjamin pada pembiayaan murabahah 
tersebut mayoritas berusia 30 tahun dan sudah berumah tangga. 
Serta berakal sehat, dalam melakukan penjaminan tersebut para 
pihak tidak dalam keadaan terpaksa. Dilihat dari rukun syarat 
kafalah sudah sesuai dengan apa yang dipraktikan disana sebab 
disana pihak penjamin, pihak orang yang berutang, pihak orang 
yang berpiutang dan objek penjaminan sudah seperti yang tertera 
dalam Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang 
kafalah.  
c.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, dalam praktiknya disana 
diselesaikan secara kekeluargaan. Jika terjadi penunggakan 
pertama yang akan menanggung para pihak yang mengikuti 
pembiayaan, jika terjadi penunggakan untuk kedua kalinya maka  
kepala keluarga (suami) yang harus bertanggung jawab karena 
suami disini ikut menandatangani surat persetujuan suami jika sang 
istri ikut serta dalam pembiayaan tersebut.  
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B. Saran  
Adapun saran atau masukan yang bermanfaat dari penulis tentang 
penelitian skripsi ini adalah : 
1. Bagi pihak BTPN Syariah seharusnya menyediakan tempat yang layak 
dari pada di rumah warrga.  
2. Untuk masyarakat yang mengikuti pembiayaan di BTPN Syariah 
dianjurkan lebih teliti dalam memilih anggota yang akan mengikuti 
pembiayaan. Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.  
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